ABSTRAK

Perkembangan manusia yang tidak berbanding seimbang dengan adanya
lapangan pekerjaan yang tersedia membuat masyarakat yang ingin membuka
usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya harus mengajukan kredit ke bank.
Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah larangan penerbitan
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bagi nasabah debitur itu melanggar ketentuan
dalam UU Perbankan atau tidak serta apa bentuk perlindungan hukum bagi
nasabah debitur atas larangan penerbitan ATM tersebut. Metode yang digunakan
adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini
adalah larangan penerbitan ATM bagi nasabah debitur telah menyalahi aturan
hukum. Sehingga nasabah debitur sebagai nasabah bank sebagaimana nasabah
penyimpan dana juga berhak atas perlindungan hukum berupa kenyamanan dalam
bertransaksi dengan memperoleh fasilitas jasa berupa ATM.
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ABSTRACT

Human development are not comparable by the absence of jobs available makes
people who want to open their own business to meet the credit needs must submit
to the bank . According to Article 1, Section 11 of Act 10 of 1998 , Credit is the
provision of money or bills can be equated with that , based on the approval or the
borrowing and lending between banks and other parties that requires the borrower
to repay the debt after a period of specified by giving flowers .

The purpose of this study to determine whether the ban on the issuance of
Automated Teller Machine ( ATM ) for the debtor violated the provisions of the
Banking Act or not , and what form of legal protection for debtors over the ATM
publication ban . The method used is normative . The approach used is to
approach legislation (statute approach) . The results of this study are the
prohibition on the issuance of ATM for the debtor violated the rule of law . So
that the customers of the bank debtors as depositors are also entitled to legal
protection in the form of comfort in dealing with obtaining services such as ATM
facilities .
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